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PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Mna

s S

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Manis, 10 Oktober

1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email vinavinrindu@gmail.com,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 25 Maret 2002, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Bengkulu Selatan, alam hal ini menggunakan
domisili  elektronik dengan alamat emalil
zakikurniawan2@gmail.com selanjutnya
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05
April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari
Rabu tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor
128/Pdt.G/2024/PA.Mna telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut :
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1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, sebagaimana tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1701041112023005 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan tanggal 10 November 2023, dengan status perkawinan Jejaka dan
Janda;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah
bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik
Penggugat yang beralamat di Jalan SMK N 1, RT. 010, Kelurahan Ibul,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang
selama 5 bulan;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 24 November 2023
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, sekitar tanggal 24
November 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat
pencemburu yang berlebihan yang menyebabkan Tergugat berhenti dari
pekerjaannya untuk menjaga Penggugat;

5. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat
sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam dan Tergugat
sering berkata ingin membunuh Penggugat, membakar rumah, dan
membakar mobil, yang menyebabkan Penggugat merasa terancam dan
mengalami trauma yang mendalam;

6. Bahwa, Penggugat sudah berupaya untuk menemui keluarga dekat dari
Tergugat akan tetapi keluarga dekat dari Tergugat tidak perduli terhadap
urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjdai pada
tanggal 04 April 2024 yang disebabkan Penggugat berprasangka Tergugat
berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi Tergugat langsung emosi dan
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melakukan ancaman kepada Penggugat dengan menggunakan senjata
tajam;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus
akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dikarnakan
Tergugat tidak mau pergi meninggalkan rumah milik Penggugat;

9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga,;

10. Bahwa, Penggugat sudah berupaya menemui pihak keluarga
dekat Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup
beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal
116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini
dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan.
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Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua
belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan
tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan
Penggugat dan Tergugat Ketua Hakim menetapkan Nurul Mauludiyah, S.H.l.,
M.H., C. Med sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor
128/Pdt.G/2024/PA.Mna tanggal 7 Mei 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Mei 2024,
menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan
Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas
pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara e-court maka
pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan
Tergugat hadir secara in person di ruang sidang, dengan demikian maksud
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat
(1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan
tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua
belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk
menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun
2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Nurul
Mauludiyah, S.H.l., M.H., C. Med, meditor non hakim, dan berdasarkan
laporan mediator tersebut mediasi berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat a
kan kembali membina rumah tangga dan akan menyelesaikan sengketa percer
aian dengan pencabutan perkara;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan untuk
mencabut parkaranya, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, selain itu
Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan tidak keberatan atas
pencabutan perkara oleh Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk
mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.
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Tentang Biaya Perkara
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
128/Pdt.G/2023/PA Mna oleh Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
Penutup
Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan
Agama Manna pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh Marlina, S.H.l., M.H., sebagai hakim tungg
al, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh M.
Sahrun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat da
n Tergugat.
Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti

M. Sahrun, S.Ag
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Perincian Biaya Perkara:
1. PNBP ' Rp. 50.000,00

2. Biaya Proses ' Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan ' Rp. 30.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah 'Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)
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